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KEPUTUSAN 

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

DINAS KELUARGA BERENCANA,  

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN TULUNGAGUNG 
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TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 
PADA JENIS PELAYANAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

 
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

DINAS KELUARGA BERENCANA 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN TULUNGAGUNG 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik 

sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan 

guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara 

pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan; 

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu 

ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan UPTD 

Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Keputusan Kepala Dinas 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Tulungagung. 

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi mengenai Penghapusan  segala  bentuk Diskriminasi  

terhadap  Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrirmination Against Women); 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  

c. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2002   tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; 

 

 

d. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2004    tentang 

Penghapusan     Kekerasan     Dalam     Rumah     Tangga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,  Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik   Indonesia Nomor 4419); 

e. Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2007   tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,  Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik   Indonesia Nomor 4720); 

f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,  

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4928); 

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor   112,   

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Indonesia Nomor 5038); 

h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional 

Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi 

Anak; Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak; 

i. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

j. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 

k. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual; 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 



Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 451); 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

n. Peraturan    Menteri    Pemberdayaan    Perempuan    dan 

Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan 

Perlindungan Perempuan dan Anak; 

o. Peraturan   Pemerintah   Nomor   4   Tahun  2006   tentang 

Penyelenggaraan  Kerja Sama  Pemulihan Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga; 

 

p. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan 

Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak 

Pidana Perdagangan Orang; 

q. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2011  tentang Pembinaan, 

Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban 

atau Pelaku Pornografi; 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tulungagung Nomor 23 

Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 nomor 19 

Seri E); 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 

7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 

2021 Nomor 1 Seri D); 

t. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 2); 

u. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Keluarga 




